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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun bersama-sama yang dapat menggangu adanya ketertiban yang meresahkan masyarakat.[footnoteRef:1] Kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.[footnoteRef:2] Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu peristiwa sengketa bersenjata merupakan pelanggaran berat.[footnoteRef:3] [1: Faradila, N., Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi, Jurnal UNES Law Review, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 212.]  [2: Hanafi, H., Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu, Jurnal Voice Justisia, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 30.]  [3: Astuti, M., Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata, Jurnal In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 1003.] 

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.[footnoteRef:4] [4: Jessica Vallencia Kojongian, dkk, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Manado, Jurnal Lex Administratum, Vol. 13, No. 3, (2025), hlm. 1.] 

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam merupakan salah satu isu yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal menggunakan senjata tajam sering terjadi dan dapat menimbulkan kepanikan serta kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sangatlah penting. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam sangat meresahkan masyarakat, mengancam keamanan dan keselamatan publik, serta mengakibatkan kerugian materil dan nonmateril yang cukup besar.[footnoteRef:5] [5: Ibid., hlm. 2.] 

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat.
Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan sulit sekali untuk dilacak.
Bila dilihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata tajam mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata tajam yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat.
Dengan meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga dapat lebih diketahui upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga dapat lebih diketahui akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.
Senjata tajam pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingan (Stbl. 1948 No.17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yaitu undang-undang yang mengatur tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, Undang-Undang No 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dan Perppu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga ke seluruh dunia, maka saat ini senjata tajam dapat diperjualbelikan secara online. Hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.
Salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata tajam yaitu kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin oleh seorang remaja di Kota Medan, tepatnya di Jl. TM. Pahlawan Lorong Syukur, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, yaitu seorang laki-laki atas nama Raditia Putra telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli karena mendapatkan informasi akan terjadi tawuran di lokasi tersebut. Saat diamankan petugas, didapatkan dua buat senjata tajam jenis samurai dari badan Raditia Putra, yang kemudian dilakukan introgasi dan Raditia Putra mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja ia bawa dari rumah temannya dengan maksud untuk menjaga diri dari ancaman orang apabila ada yang menantang dan mengganggunya. Raditia Putra tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut, akhirnya petugas kepolisian melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tersangka Raditia Putra karena telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
Terhadap tersangka Raditia Putra telah dilakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan proses penyidikan, dan terhadap tersangka Raditia Putra telah dilakukan pemeriksaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, serta penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi. Yang menarik perhatian peneliti terhadap kasus tersebut adalah terkait dengan proses penyidikan terhadap pemeriksaan saksi dan tersangka yang hasilnya persis sama per tiap katanya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik, seolah-olah saksi telah diarahkan atau dipandu untuk memberikan keterangan yang sama, seyogyanya manusia dalam melihat suatu peristiwa pasti berbeda beda, baik dari sudut pandang waktu, lokasi dan kronologis peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang analisis proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin.
Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, melakukan serangkaian prosedur dan tahapan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka dalam suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian karena berpotensi membahayakan masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa izin.
Tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin termasuk kategori tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan sanksi pidana yang cukup berat. Dalam penanganannya, proses penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, adil, dan sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.
Dalam dokumen laporan polisi dengan nomor LP/A/04/X/Sek-Blw/2025, terungkap adanya kasus yang memerlukan penanganan secara cermat dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana prosedur dan tahapan proses penyidikan dalam kasus tersebut dilakukan, guna memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur.
Salah satu aspek utama dalam proses penyidikan adalah pengumpulan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka. Dalam kasus dengan nomor laporan polisi LP/A/04/X/Sek-Blw/2025, proses pemeriksaan saksi dan tersangka menjadi bagian yang krusial dalam membangun bukti. Kekuatan dan keabsahan alat bukti tersebut sangat menentukan keberhasilan dan keadilan proses penyidikan serta berpengaruh terhadap hasil akhir persidangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana standar kekuatan dan keabsahan alat bukti tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
Kenyataannya, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan terkait validitas dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka, termasuk potensi penyalahgunaan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, serta keterbatasan dalam menilai kekuatan bukti secara yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai sejauh mana kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dalam kasus tersebut, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keabsahan alat bukti tersebut sesuai aturan hukum.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya memastikan kekuatan dan keabsahan alat bukti dalam proses penyidikan, serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Polres Pelabuhan Belawan)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur dan tahapan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan? 
2. Bagaimana kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
2. Untuk mengetahui prosedur dan tahapan proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Polres Pelabuhan Belawan.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan aturan hukum terkait prosedur penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta alat bukti dalam konteks tindak pidana tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum selama proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin,
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas prosedur penyidikan oleh aparat penegak hukum, serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman dan aturan yang lebih baik dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut.
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